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(Dr. EFENDI, S.H., M. Si)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 96 mengatur tentang
partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, selanjutnya Undang-Undang
Nomor   11   Tahun   2006   Tentang   Pemerintah   Aceh,   dalam   Pasal   238   ayat   (2) disebutkannya bahwa setiap tahapan
penyiapan dan pembahasan qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi publik. Sedangkan mekanisme pelibatan dan partisipasi
masyarakat diatur dalam Pasal 24 Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan qanun, dalam pembentukan Qanun
Nomor 19 Tahun 2013
Tentang Rencana Tata  Ruang Wilayah  Aceh  masih  terdapat  masalah-masalah dalam mewujudkan ruang partisipasi masyarakat.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian pelaksanaan partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan
perundang-undangan, selanjutnya untuk menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan ruang partisipasi
masyarakat dan menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ruang partisipasi masyarakat.
Penelitian ini merupakan penelitian  yang bersifat  empiris. Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan
informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku- buku, surat kabar
undang-undang atau bahan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah
Aceh belum dilaksanakan   sesuai undang-undang maupun qanun yang   berlaku saat ini, diantaranya pada fase pembahasan
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, masyarakat tidak dilibatkan. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam
menampung aspirasi masyarakat diantaranya, kurangnya data, kesadaran, sarana yang tidak memadai dan krisis kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ruang partisipasi masyarakat
diantaranya dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum, seminar- seminar, kunjungan kerja dan bentuk penjaringan aspirasi
lainnya.
Disarankan kepada badan eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan sosialisasi terhadap hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembentukan qanun dan transparatif kepada masyarakat agar kepentingan-kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. Kepada
masyarakat diharapkan untuk aktif berpartisipasi  dalam  setiap  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah.

